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ABSTRAK 
KEABSAHAN PERJANJIAN TERTUTUP DALAM  
PENGGUNAAN LISENSI HAK MEREK 
Menuurt Undang-Undng Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 
Praktek Menopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 
 
IKA KURNIATI UTAMI 
NPM.1106200514 
 
Hak merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi 
hak haknya oleh Hukum yang berlaku di Indonesia. Merek hanya dapat 
dimanfaatan oleh pemilik hak atas merek terkait. Pemilik hak atas merek dapat 
member lisensi kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan nilai ekonomis dari 
merek terkait dengan cara melakukan suatu  perjanjian. Untuk menjaga kualitas 
barang dan/atau jasa  pemberi lisensi merek, maka penerima lisensi wajib 
menerima pasokan bahan mentah dan sumber daya manusia dari pemilik merek. 
Perjanjian seperti ini dikualifikasikan sebagai perjanjian tertutup yang merupakan 
suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha untuk dipergunakan sebagai sarana 
dan upaya pelaku usaha dengan tujuan dapat melakukan pengadilan terhadap 
pelaku usaha lain, baik melalui pengendalian non harga. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang keabsahan 
perjanjian tertutup dalam penggunaan lisensi hak merek dan mengkaji bagaimana 
kebijakan hukum dalam menangani akbiat dari pelaksanaan kegiatan monopoli 
dan persaingan usaha tidak tidak sehat. Penelitian ini akan dilakukan dengan 
metode penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative yang 
diambil dari data skunder serta di dukung dengan data primer dengan mengolah 
data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai 
perjanjian tertutup telah menjelaskan bahwa perjanjian tertutup telah menjelaskan 
bahwa perjanjian tertutup dilarang apabila terdapat unsure praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli 
dapat merugikan pelaku usaha lainnya dan berdampak buruk bagi perekeonomian 
di Indonesia. Dalam hal pemberian lisensi merek, pemegang hak atas merek dapat 
melakukan perjanjian tertutup terhadap penerima lisensi yang bertujuan untuk 
menjaga kualitas atas merek yang sama-sama mereka pergunakan, dengan 
mengharuskan penerima lisensi untuk memasok bahan baku dari pemberi lisensi. 
 
Kata kunci : Perjanjian Tertutup, Lisensi, Hak Merek. 
 
 
 ii  
 
KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
 
Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha 
pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga 
skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu syarat bagi setiap 
mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang 
berjudul : Keabsahan Perjanjian Tertutup Dalam Penggunaan Lisensi Hak 
Merek Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 
Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada 
kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, 
SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I 
Bapak Faisal,SH.,M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H. 
Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
diucapkan kepada Ibu Ida Hanifah,SH., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak 
Faisal Riza, SH., M.H, selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah 
memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. 
 
 
 iii  
 
Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan 
terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama 
penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak 
Rahmad Abduh,SH.,M.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat 
diselesaikan. 
Secara  khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-
tingginya diberikan kepada Bapak Suyono dan Ibu Suharti, yang telah mengasuh 
dan Mendidik dengan curahan kasih saying, juga kepada Saidi Syekh H. Ghazali 
An Naqsyabandi,yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga 
selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Abangda Deni Yursa Harahap, SH 
yang penuh ketabahan selalu mendampingin dan memotivasi untuk 
menyelesaikan studi ini. 
Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam 
kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak 
berperan, terutama kepada Adinda Rizky Dwi Novianti dan Rindu Deswita 
Haryono sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, 
Ririn Rismauli SH., Rini Isharianti SH., Riza Rahma Syahputri SH., terimakasih 
atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalin. Kepada 
semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud 
mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka. Dan untuk itu 
disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. 
 
 
 iv  
 
Akhirnya,tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada 
orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan 
selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, 
diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih 
semua, tida lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan. 
 
Medan, 21 September 2015 
Penulis 
 
IKA KURNIATI UTAMI 
  
 
 
 v  
 
DAFTAR ISI 
 
Abstrak .........................................................................................................  i 
Kata Pengantar .............................................................................................  ii 
Daftar Isi ......................................................................................................  v 
BAB I : PENDAHULAUN 
A. Latar Belakang .....................................................................  1 
1. Rumusan Masalah ...........................................................  3 
2. Faedah Penelitian ............................................................  3 
B. Tujuan Penelitian ..................................................................  4 
C. Metode Penelitian .................................................................  4 
1. Sifat/Materi Penelitian.....................................................  4 
2. Sumber Data ...................................................................  5 
3. Alat Pengumpul Data ......................................................  5 
4. Analisis Data ...................................................................  6 
D. Definis Operasional ..............................................................  6 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perjanjian ...............................................................................  7 
B. Lisensi Hak Merek .................................................................  23 
C. Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ........................  32 
BAB III:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Prosedur Pemberian Lisensi Hak Merek .................................   
B. Pengaturan Perjanjian Tertutup Dalam  Penggunaan 
Lisensi Hak Merek .................................................................   
 
 
 vi  
 
C. Keabsahan Perjanjian Tertutup Dalam Penggunaan 
Lisensi Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .........................................   
BAB IV :  KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan ............................................................................   
B. Saran  .....................................................................................   
DAFTAR PUSTAKA  
 
 
 1  
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hak merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 
bersifat khusus. Hak khusus tersebut bersifat exclusive  dan monopoli yang artinya 
hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lian tidak boleh 
menggunakan merek tersebut tanpa izin pemeliknya.1 Menurut Soedikno 
Mertokusumo bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, 
sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang 
diharapkan untuk dipenuhi.2 
Mengingat hak merek bersifat khusus, maka pemanfaatan ekonomi dari 
merek tersebut hanya dapat menjadi asset bagi perusahaan pemegang hak merek. 
Apabila ada orang lain yang menggunakan manfaat ekonomi dari merek tersebut 
tanpa izin dari pemilik hak atas merek, maka telah terjadi pelanggaran atas hak 
merek. 
Berdasarkan suatu perjanjian, pemilik hak atas merek dapat memberikan 
hak (bukan pengalihan hak) kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi 
kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pemberian izin oleh pemilik hak atas 
merek kepada penerima lisensi merek dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-
syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa royality yang 
diberikan kepada pemilik lisensi dari penerima lisensi. 
                                               
1 Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald. 2004. intellectual Property in Principle. Law 
Book Co., Sydney, halaman 363. Dalam mimbar hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article, diakses 
pada tanggal 7 Juli 201. 
2 Soedikno Mertokusumo. 1989. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberti, halaman 41. 
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Pemberian lisensi kepada pihak lain harus dituangkan dalam suatu 
perjanjian lisensi dalam bentuk akta perjanjian, dengan persetujuan para pihak 
perjanjian lisensi dalam bentuk akta perjanjian, dengan persetujuan para pihak 
untuk saling mengingatkan diri satu sama lain yang mengharuskan penerima 
lisensi tetap dapat menjaga kualitas produk barang dan atau jasa dari pemberi 
lisensi. Hal tersebut dilakukan agar nama baik dan reputasi pemilik merek tidak 
tercoreng dan mengakibatkan penghapusan terhadap merek tersebut. 
Untuk menjaga kualitas barang dan atau jasa dari pemberi lisensi merek 
mengakibatkan penerima lisensi merek wajib untuk menerima pasokan bahan 
mentah dan sumber daya manusia dari pemilik merek. Pemberian lisensi merek 
seperti ini dapat dikalifikasikan sebagai perjanjian tertutup. 
Perjanjian tertutup dilakukan antara pemberi lisensi merek dengan 
penerima lisensi merek yang bertujuan untuk mempersulit masuknya persaingan 
pasar, sehingga dapat meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan 
monopoli pada salah satu barang dan atau jasa, serta bertujuan untuk menjaga 
kualitas baran dan atau jasa tersebut. 
Apabila perjanjian tertutup dilakukan dengan tujuan untuk memonopoli 
pasar, maka perjanjian tertutup jelas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dianggap telah mempersempit ruang 
perekonomian masyarakat. 
Namun praktiknya, perjanjian tertutup dalam penggunaan lisensi merek 
memiliki nilai positif yaitu dengan keterikatan antara pemberi lisensi dan 
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penerima lisensi yang mengharuskan penerima lisensi memasok bahan pokok 
hanya dari pemilik lisensi tetap daap menjaga kualitas barang dan atau jasa milik 
pemegang hak atas merek tersebut. 
Disatu sisi pemilik lisensi memiliki hak penuh atas Hak Kekayaan 
Intelektual miliknya dan hak tersebut dilindungi secara hukum, namun disisi lain 
hak tersebut dapat menghambat hak orang lain untuk berkembang. Hal ini 
membuat penulis tertarik untuk mengankut judul “Keabsahan Perjanjian 
Tertutup Dalam Penggunaan Lisensi Hak Merek Menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. 
1. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana prosedur pemberian lisensi terhadap hak merek? 
b. Bagaimana pengaturan tentang perjanjian tertutup dalam penggunaan 
lisensi hak merek? 
c. Bagaimana keabsahan dari perjanjian tertutup dalam penggunaan lisensi 
hak merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat? 
2. Faedah Penelitian 
Seiring dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 
penelitian ini diharapkan bermanfaat: 
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a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literature dibidang hukum 
khususnya hukum perdata tentang keabsahan perjanjian tertutup dalam 
penerapan lisensi hak merek. 
b. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi para 
pelaku usaha dalam melakukan suatu perjanjian terhadap penggunaan lisensi 
hak merek. 
B. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui prosedur pemberian lisensi terhadap hak merek. 
b. Untuk mengetahui pengaturan tentang perjanjian tertutup dalam 
penggunaan lisensi hak merek. 
c. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian tertutup dalam 
penggunaan lisensi hak merek menurut Undan-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
C. Metode Penelitian 
Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang dapat 
memfokuskan pada penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 
meliputi: 
1. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian 
yuridis normatife. 
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2. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode 
penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari 
data skunder yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan dan bahan-
bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan yang terdiri atas: 
a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian 
yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual, dan Undang-Undang atau peraturan-peraturan 
lainnya yang berhubungan dengan perjanjian. 
b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan 
lain yang berkaitan denga penulisan ini. 
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, internet, dan bahan lain 
yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
3. Alat Pengumpul Data 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu 
pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan seperti peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokukkmen, serta makalah yang 
relevan dengan topic penelitian. 
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4. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan 
studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan 
memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah 
kepustkaan,  selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaerah 
hukum positif yang berhubungan dengan pembahasa penelitian. 
 
D. Defenisi Operasional 
1. Perjanjian Tertutup atau executive dealing adalah suatu perjanjian yang 
terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses 
produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.3 
2. Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2001 lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek 
terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada 
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek 
tersebut, baik untuk seluruh maupun sebagain jenis barang dan atau jasa 
yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 
2001 dinyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, 
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari 
unsure-unsur t ersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 
kegiatan perdagangan barang atau jasa.  
                                               
3 Philip Clarke and Stephen Corones, dalam bukunya: Andi Fahmi dkk. 2009. Hukum 
Persaingain Usaha Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Media, Halaman 118. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perjanjian 
Prof. Wirjono menafsirkan perjanjian digunakan dalam melakukan 
hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak atau lebih dalam 
melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sementara pihak lain berhak 
menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Prof. Subekti menyatakan 
bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi dikarenakan seseorang 
telah berjanji kepada orang lain, maupun kedua belah pihak sepakat saling 
mengikatkan diri dalam perjanjian untuk melaksanakan suatu hal tertentu.4  
1. Perikatan  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang perikatan, 
dimana suatu perjanjian yang telah terbentuk berasal dari kesepakatan para pihak 
yang saling mengikatkan diri. Oelh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian 
merupakan salah satu sumber dari perikatan. Dengan demikian menjadi penting 
untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. 
Hukum perikatan ditatur Pasal 1233 sampai 1456 yang terdapat dalam buku 
ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Perikatan 
dibagi menjadi dua bagian, yang pertama perikatan pada umumnya, baik yang 
lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang, kedua yaitu perikatan 
yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum 
                                               
4 Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait. 2009. Hukum Persaingan Usaha 
 Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Rov Creative Media, halaman 38. 
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Perdata tidak merumuskan pengertian perikatan. Oleh karena itu doktrin berusaha 
merumuskan apa yang dimaksud dengan perikatan. 
Perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antatra dua orang atau dua pihak 
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal (prestasi) dari pihak 
lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1234 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk 
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, 
berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wujud dari prestasi itu 
dapat berupa barang, jasa (tenaga atau keahlian), tidak berbuat sesuatu. 
Masing-masing wujud prestasi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara 
sebagai berikut.5 
a. Barang dilakukan dengan cara menyerahkan 
b. Jasa (tenaga atau keahlian) dilakukan dengan cara berbuat sesuatu 
c. Tidak berbuat sesuatu dengan cara tidak berbuat sesuatu. 
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian 
a. Asas kebebasan berkontrak 
Kebabasan berkontrak memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat 
perjanjian yang berisi apa pun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, 
norma kesusilaan dan ketertiban umum. Hukum perjanjian memberikan 
kebabasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian 
yang berisi apa saja bahkan diperbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuan 
                                               
5 Ahmad Miru, Sakka Pati,. Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 
1456 BW.. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 4 
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sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dalam Buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 
Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak 
untuk:6 
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 
3) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan. 
Asas kebabasan berkontrak dalam perkembangan perekonomian di 
Indonesia semakin dibatasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan 
kebebasan berkontrak, yaitu:7 
1) Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak 
hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat 
dibuatnya kontrak; 
2) Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik 
van amstandigheden atau undue influence). 
Setiawan,8 menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak 
dipengaruhi oleh: 
a) Berkembangnya doktrin itikad baik; 
b) Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan; 
c) Makin banyaknya kontrak baku; 
d) Berkembangnya hukum ekonomi 
                                               
6 Arus Akbar Silondae Wirawan B. Ilyas. 2014. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: 
Salemba Empat, halaman 22. 
7 Setiawan. 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Cetakan Pertama. 
Bandung: Alumni, halaman 179-180. 
8 Ibid. 
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Sedangkan Purwahid Patrik9 menyatakan bahwa terjadinya berbagai 
pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan: 
1) Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan 
dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-
golongan masyarakat lain (misal: golongan buruh dan tani); 
2) Terjadinya permasyarakatan (vermaatschappelijking) keinginan 
adanya kesempatan antar individu dan masyrakat yang tertujuu kepada 
keadilan social; 
3) Terjadinya formalism perjanjian; 
4) Makin banyak peraturan di bidang hukum Tata Usaha Negara 
b. Asas Konsensualisme 
Perjanjian dapat berbentuk dikarenakan adanya persamaan kehendak 
antar para pihak yang akan melakuan perjanjian. Perjanjian pada dasarnya dapat 
dibuat secara bebas tidak terikat bentuk tertentu dan perjanjian tersebut akan lahir 
saat tercapainya kesepakatan dari para pihak. Namun pada situasi tertentu terdapat 
perjanjian yagn tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal 
ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi 
timbulnya perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cacat 
kehendak meliputi tiga hal, yaitu: 
1) Kesesatan atau dwaling. 
2) Penipuan atau bedrog 
3) Paksaan atau dwang. 
                                               
9 Setiawan. Dalam Bukunya Agus Yudha Hernoko. 2011. Hukum Perjanjian Asas 
Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, halaman 114-115. 
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Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada kesepakatan 
para pihak berarti bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang 
menjungjung tinggi komitmen dan tanggunga jawab dalam lalu lintas hukum, 
orang yang beritikat baik, yang berlandaskan pada “satu kata satu perbuatan”. 
Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak terdapat cacat kehendak, maka hal 
ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. 
c. Asas Pacta Sunt Servanda 
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-udang 
yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian akan mengakibatkan 
timbulnya suatu hak dan kewajiban yang mengikat para pihak terkait. 
Perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan akibat hukum yang sama 
dengan undang-undang bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi 
atau lalai menjalankan kewajibannya, maka pihak lain yang telah dirugikan 
haknya akan mendapat perlindungan hukum dari Negara  yang bersangkutan. 
Kemudian para pihak harus memnuhi apa yang telah mereka sepakati dalam 
perjanjian yang telah mereka buat.10 
d. Asas Personalitas 
Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengiat orang-
orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Sebuah 
perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang 
membuatnya. Seseorang tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang 
                                               
10 Ibid., halaman 123-124. 
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meletakkan kewajiban bagi orang lain atau pihak ketiga tanpa adanya kuasa dan 
pihak ketiga tersebut.11 
e. Asas Itikad Baik 
Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang membuatnya harus mentaati 
norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian dilaukan karena kesepakatan 
antar pihak dan tidak ada pihak yang merasa tertekan dan merasa dirugikan atas 
perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat bertujuan untuk menciptakan hal-hal 
baik dengan dilandasi itikat yang baik pula. 
Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan 
bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan denga itikat baik. Maksudnya 
adalah perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Dalam 
melakukan suatu perjanjian kedua belah pihak harus bersikap jujur, tidak memiliki 
niat untuk merugikan pihak lain hanya dengan memikirkan keuntungan pribadi 
saja. 
Menurut Arthur S. Harkamp, terdapat dua model pengujian tentang ada 
atau tidaknya itikad baik dalam kontrak, yaitu pengujian objektif (objective test) 
dan pengujian subjektif (subjective test). Pengujian objektif pada umumnya 
dikaitkan dengan kepatutan, artinya salah satu pihak tidak dapat membela diri 
dengan mengatakan bahwa ia telah bertindak jujur manakala ternyata ia tidak 
bertindak secara patut. Sementara itu pengujian subjektif terhadap itikad baik 
dikaitkan dengan keadaan karena ketidaktahuan (lack of notice).12  
                                               
11 Ibid. 
12 Y. Sogar Simamora. 2005. Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan dan Jasa oleh 
Pemerintah. Surabaya: (Ringkasan Disertasi) Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 
halaman 39. 
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3. Syart Sah Perjanjian 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang 
syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut 
mencakup syarat subjektif dan syarat objektif. Pasal 1320 dinyatakan bahwa untuk 
sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal. 
a. Syarat subjektif perjanjian 
Syarat subjektif menerangkan tentang syarat mengenai pihak yang 
membuat perjanjian. Kecakapan merupakan syarat mutlak bagi pihak yagn ingin 
melakukan perjanjian. Kecakapan yaitu kemampuan menurut hukum untuk 
melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Dalam ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata seseorang dikatakan cakap hukum apbila telah mencapai 
usia 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.13 
Tidak semua orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah 
sebelum mencapai usia 21 tahun dapat dikatan cakap hukum dan dapat melakukan 
perbuatan hukum (perjanjian). Orang yang telah dinyatakan dewasa tetapi tidak 
dapat melakukan perbuatan hukum apabila orang tersebut berada dibawah 
                                               
13 Ibid. 
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pengapunan,misalnya karena gila, memiliki penyakit lupa ingatan, atau bahkan 
karena boros.14 
Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang 
ketidak cakapanhukum untuk membuat suatu perjanjian adalah.15 
1) Orang-orang yang belum dewasa, yakni orang yang belum mencapai usia 
21 tahun dan belum menikah. 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengamuan, yakni orang yang gila kalap 
mata, dan dalam hal tertentu orang yang boros. 
3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, 
yakni perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi oleh 
suaminya. Walaupun demkian, ketentuan ini sudah tidak diberlakukan 
sekarang sehinggan perempuan yang tidak bersuamipun dianggap telah 
cakap hukum untum membuat suatu perjanjian. 
b. Syarat objektif perjanjian 
Syarat objektif yaitu syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian). 
Syarat objektif dari keabsahan perjanjian yaitu mengenai sebab yang halal. 
Perjanjian dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, 
kesusilaan atau ketertiban umum.16 
Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa 
keabsahan suatu perjanjian digantungkan pada sebab yang halal, walaupun hal itu 
tidak dicantumkan secara jelas dalam perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak 
                                               
14 Ibid., halaman 68. 
15 Ibid., halaman 74 
16 Ibid., halaman 77. 
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memenuhi unsure sebab yang halal, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai 
kekuatan dan batal demi hukum.  
4. Bentuk Perjanjian Terlarang Dalam Pelaksanaan Usaha 
a. Perjajian yang bersifat Oligopoli 
Ologopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur 
pasar, dimana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan (few 
seller). Setiap perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut memiliki kekuatan 
yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar dan perilaku setiap 
perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar.17 
b. Perjanjian Penetapan Harga 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang 
dilakukan antar produsen, dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar 
pembeli untuk barang atau jasa yang dipergunakan di pasar bersangkutan yang 
sama. Tindakan tersebut dapat merugikan konsumen karena bentuk harga yang 
lebih tingi dengan persediaan jumlah barang yang sedikit. Perjanjian penetapan 
harga dilarang karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang 
harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan.18 
Pasar 5 Ayat 1 Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinayatakan bahwa 
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh 
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan. 
c. Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran atau Alokasi Pasar 
                                               
17 Stephen Martin, Andi Fahmi Lubis. Op. Cit., halaman 87 
18 Mustafa Kamal Rokan. 2010. Hukum Persaingan Usaha (teori dan Praktiknya di 
Indonesia). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 84. 
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Pembagian wilayah pemasaran adalah cara untuk menghindari atau 
mengurangi persaingan yang bias diambil oleh pelaku usaha yang saling bersaing 
dalam satu bidang usaha sehingga suatu pasar dapat dikuasai secara eksklusif oleh 
masingi-masing pelaku usaha.19 
Hukum anti monopoli mengenal berbagai macam pembagian pasar yang 
secara yuridis dilarang, yaitu: 
1) Pembagian pasar territorial, dalam hal ini yang dibagi adalah territorial 
dari pasar. 
2) Pembagian pasar konsumen, pembagian dimana konsumen tertentu 
menjadi pelanggan seorang pelaku pasar sementara konsumen yang 
lain menjadi pihak pelaku pasar pesaingnya. 
3) Pembagian pasar fungsional, di sini pasar dibagi menurut fungsinya, 
misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok 
pasar yang satu, sementara pasar retail barang yan sama diberikan pada 
kelompok pelaku pasar lainnya. 
4) Pembagian pasar produk, di sini pasar dibagi menurut jenis produk dari 
suatu garis produksi yang sama, misalnya penjualan spare part mobil 
merek tertentu, seorang pelaku usaha memasok susu cadang yang 
kecil-kecil sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang 
yang besar-besar.20 
 
 
                                               
19 Ibid., halaman 99-100. 
20 Ibid., halaman 100-101. 
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d. Perjanjian Pemboikotan (Boyycot) 
Boikot adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak 
hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-
pesaing yang lain seperti kepada para supplier ataupun konsumen-konsumen 
tertentu. Dengan kata lain, boikot adalah suatu tindakan bersama yang dilakukan 
oleh sekelompok pengecer yang menolak memilih produk pelaku usaha tertentu 
karena alas an yang tidak mereka sukai.21 
e. Perjanjian Kartel 
Perjanjian kartel yaitu perjanjian suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan 
perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk 
tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta 
untuk melakkan monopoli terhadap komiditas atau industri tertentu.22 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang 
dilakukan antara pesaing-pesaing dalam memengaruhi harga dengan cara 
mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Larangan ini 
hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.23 
Dikatakan pula bahwa kartel seharusnya bias ditoleransi Karena ia dapat 
menciptakan stabilitas dan kepastian pasar, karena dengan keuntungan monopoli 
yang dihasilkan sanga penting untuk membiayai kegiatan yang berguna bagi 
masyarakat seperti penelitian. 
                                               
21 Ibid., halaman 104. 
22 Ibid., halaman 105. 
23 Ibid., halaman 106. 
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f. Perjanjian Trust 
Perjanjian trust adalah perjanjian yang dibuat oleh gabungan dari beberapa 
perusahaan yang bersaingan dengan membentuk suatu organisasi yang lebih besar 
yang akan mengendalikan seluruh proses produksi dan atau pemasaran suatu 
barang. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan 
perusahaan atau perseroanyang lebih besar, dengan tatap menjaga dan 
mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan 
anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas 
barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjandinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dirumuskan secara rule 
of reason sehingga dapat kita ketahui bahwa trust itu sendiri tidak dilarang, 
asalkan tidak menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat, atau semata-mata hanya ingin memperoleh kekuasaan dan kekuatan 
tanpa bermanfaat bagi masyarakat.24 
g. Perjanjian Oligopsoni 
Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah 
konsumen yang memiliki control atas pembelian. Dalam praktek oligopsoni, yang 
menjadi korban adalah produsen atau penjual. Dimana dalam oligopsoni 
konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain yang bertujuan agar 
mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan 
                                               
24 Andi Fahmi Lubis. Op. Cit., halaman 109. 
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pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada 
pasar yang bersangkutan. 
Pelaku usaha dlarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 
bertujuan untuk secara bersama-sama menuasai pembelian atau penerimaan 
pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasr 
bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. 
Pasar 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang membahas 
mengenai oligposoni ini dirumuskan secara rule fo reason, yang berarti 
sebenarnya oligopsoni tidak secara otomatis dilarang. Tetapi dalam oligposoni ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain kemungkinan-kemungkinan 
perjanjian tersebut memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga menimbulkan 
efek anti persaingan. Perjanjian tersebut tidak akan memfasilitasi kolusi harga 
sehingga menimbulkan efek anti persaingan. Perjanjian tersebut tidak akan 
memfasilitasi kolusi harga apabila pembelian produk yang dilakukan dengan 
perjanjian ini hanya berjumlah relative kecil terhadap total pembelian dipasar 
tersebut.25 
h. Perjanjian Integrasi Vertikal (Vertival Intergration) 
Integrasi vertical adalah bagian dari hamabatan vertical, yaitu segala 
praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi 
persaingan dalam dimensi vertical atau dalam perbedaan jenjang produksi 
                                               
25Ibid., halaman 110. 
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atau dalam usaha yang memiliki kaitan dalam produksi atau rangkaian 
usaha.26 
Larangan terhadap segala praktik yang menghabat secara vertical 
disebabkan dapat mendukung suatu tindakan anti persaingan, 
memperbesar kekuatan pasar serta dapat dijadikan alat untu melakukan 
segmentasi pasar secara geografis. Integrasi vertical diatur pada Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang 
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk 
menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian 
produksi barang dan atau jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi 
merupakan hasil pengolaan atau proses lanjutan baik dalam satu 
rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persainga usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.27 
i. Perjanjian Tertutup (Exclusive Dealing) 
Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku 
yusaha yang dipergunakan sebagai sarana danupaya pelaku usaha untuk 
dapat melakukan pengendalian terhadap pelakuusaha lain, baik melalui 
pengendalian harga maupun melelui pengendalian non harga. 
Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengkondisikan bahwa 
pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli 
tidak akan membli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa 
seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli 
                                               
26 Mustafa Kamal Rokan.Op.Cit.,halaman 113. 
27 Ibid., halaman 117 
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(biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa 
penjual atau pemasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap 
produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. 28Perjanjian 
tertutup dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
apabila:29 
1) Pelaku usaha membuat perjanjian denga pelaku usaha lain yang 
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa 
hganya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan tau 
jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu. 
2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa 
tertentu harus bersedia membli barang dan atau jasa lain dari pelaku 
usaha pemasok. 
3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau 
potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat 
persyaratan bahwa pelau usaha yang meneirma barang dan atau jasa 
daripelau usaha pemasok: 
a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku 
usaha pemasok atau 
b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis 
dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha 
pemasok. 
                                               
28 Ibid., halaman 117 
29 Ibid., halaman 124 
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Dalam konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia 
menerima persaingan dengan pelaku usaha lain terhadap suatu produk yang sama, 
pada pasar yang sama da kete, kemudian secara kuat mengendalikan persaingan 
antar distributor. Dengan demikian, melalui perjanjian terututp pelaku usaha dapat 
secara negative memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya yang diperoleh 
dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi persaingan yang sehat. 
Akibatnya pelaku usaha yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup dapat 
mengalm kesulitan mengakses pasar. Hal ini menjadikan perjanjian tertutup 
secara potensial melanggal ketentuan Pasal 25 (1) a dan Palas 25 (1) c Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri 
Perjanjian dengan pihak luar Negeri dilarang apabila pihak yang 
melakukan perjanjian dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak 
monopoli. Larangan Perjanjian dengan lur Ngeri diatur oleh Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pihak luar negeri yang memuat kententuan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.30 
  
                                               
30 Ibid., halaman 132 
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B. Lisensi Hak Merek 
1. Merek 
Merek pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 
yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. 
Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut dicabut sejak 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan merek yaitu “Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 
dan atau jasa.31 
Merek adalah suatu tanda yang berfungsi untuk membedakan barang dan 
atau jasa sejenis yang dihasilkan kemudian diperdagangkan seseorang atau 
sekelompok orang maupun badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis 
milik orang lain, dengan daya pembeda sebagai jaminan atas mutunya untuk 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Purwo  Sutjipto 
merumuskan bahwa merek adalah suatu tdan, denganmana suatu benda tertentu 
dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.32 
Melihat pengertian merek dari perundang-undangan merek dan bebrapa 
pendapat-pendapat para sarjana tersebut, penulis mengambil kesimpullan bahwa 
arti dari merekyaitu sebuah kreasi yang tercipta dari hasil karya seseorang dalam 
bentuk tulisan dan gambar yang tercipta dari hasil karya seseorang dalam bentuk 
                                               
31 Ok. Saidin. 2013. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). 
Jakarta :   PT. Raja Grafindo Persada, halaman 329.  
32 Ibid. 
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tulisan dan gambar yang berfungsi sebagai simbol atau tanda pengenal hasil 
produksi barang dan atau jasa milik sendiri agar berbeda dengan hasil produksi 
barang dan atau jasa milik orang lain. 
Merek dipergunakan sebagai tanda pembeda dengan barang milik orang 
lain yang sejenis, sehingga pemegang hak merek dapat menjaga mutu hasil 
produksi barang dan atau jasa miliknya. Apabila suatu barang dan atau jasa 
dikenal dengan kualitasnya yang baik, maka yangmudah diingat oleh masyarakat 
adalah merek dari barang dan atau jasa tersebut, dan dari mana barang tersebut 
dibuat. Sehingga masyarakat akan lebih memilih dan membeli barang dan atau 
jasa yang mereknya dikenal berkualitas. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek dalam pasal 1 Angka 2,3 dan 4 menyebutkan beberapa jenis merek yaitu: 
a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang  yang 
dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 
lainnya. 
b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 
oleh seseoarang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. 
c. Merek kolektif adalah merek yang dipergunakan pada barang dan atau jasa 
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan barang dan atau jasa-jasa sejenis lainnya. 
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Secara Internasional menurut Soegono Soemodiredjo ada dikenal sistem 
pendaftaran merek yaitu:33 
a. Pendaftaran merek tanpa tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. 
Menurut sistem ini merek yang  dimohonkan pendaftarannya segera 
didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara 
lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. 
Tidak diperiksa apakah merek tersebut memnuhi syarat-syarat lain 
yang ditetapkan dalam undang-undang,misalnya tidak diperiksa 
apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pokoknya ada 
persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis 
atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan oleh Negara Prancis, 
Belgia, Luxemburg, dan Rumania. 
b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu diperiksa 
mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat 
mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan 
tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya 
dengan merekyang telah didaftarkan untuk sejenis atas nama orang lain 
dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, 
Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia. 
c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang 
bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk 
member kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-
                                               
33 Soegondo Soemodiredjo, dalam bukunya Saidin. 1997. Aspek Hak Kekayaan 
Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 280-281.  
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keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh 
antara lain Negara Sepanyol, Colombia, Mexiko, Brazil dan Australia. 
d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang 
adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaanya. 
Permohonan pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya 
mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan 
merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atas 
nama orang lain. Walaupun demikian, jika permohonan tetap 
menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan 
juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh Negara Swiss dan Australia. 
Tata permohonan pendaftaran merek terdapat dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu dengan mengajukan 
permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia yang diajukan kepada Direktur Jendral Hak Kekayaan 
Intelektual oleh pemohon, kemudian membayar biaya pendaftaran atas 
merek sesuai dengan yang telah ditentukan oleh direktur Jendral Hak 
Kekayaan Intelektual. Surat permohonan pendaftaran merek harus 
dicantumkan: 
1) Tanggal, bulan dan tahun 
2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon. 
3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon mengajukan merek 
melalui kuasa. 
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4) Warna-warna, apabila merek yang dimohonkan pandaftarnnya 
menggunakan unsur-unsur warna. 
5) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam 
hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih 
secara bersama-sama atau badan hukum. Jika permohonan diajukan oleh 
beberapa orang yang sama-sama berhak atas merek tersebut, maka: 
a) Semua pemohon harus dicantumkan dalam surat permohonan dengan 
memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. 
b) Surat permohona pendaftaran harus ditandatangani leh salah satu dari 
pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan 
persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya; dan  
c) Apabila permohon pendaftara dilakukan oleh seorang kuasa, surat 
kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek 
tersebut. 
Pada Tanggal 11 OktobeR 1961 untuk pertama kailnya telah 
diundangkannya Undan-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek 
Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa 
hak khusus untuk memakai merek berlaku hanya untuk barang-barang yang 
sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tinga 
tahun setelah pemakaian terakhir merek tersebut. Namun apabila dalam jangka 
waktu enam bulan setelah pendafaran merek pemohon merek itu tidak 
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menggunakan merek yang telah didaftarkannya, maka permohonan pendaftaran 
tersebut tidak berlaku lagi. 
Peraturan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian 
diperbaharui pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang 
menyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan pendfatran merek, pemohon  
dapat mengajukan dua atau lebih jenis barang yang akan didaftarkan dalam satu  
permohonan sekaligus. Pemohon harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa  
apa saja yang akan dimohonkan pendaftarannya.34  
Permohonan lebih dari satu jenis barang dapat dilakukan sekaligus dalam 
satu permohonan sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah 
diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini 
dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan 
mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa 
kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang 
mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang 
dan/atau jasa yang dimaksud.35 
2. Lisensi Hak Merek 
Lisensi adalah suatu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta 
kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan juga ciptaan dari pemegang 
hak cipta, dengan memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkait 
dengan persyaratan tertentu. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh 
                                               
34 Kansil. Hak Milik Intelektual Paten Merek  Perusahaan Merek Perniagaan Hak Cipta. 
Jakarta : Bumi Aksara, halaman 85. 
35 Anfaka Perdana. 2011. Undang-undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). Surabaya : 
Anfaka Perdana, halaman 245. 
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pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan 
pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek 
tersebut, baik untuk seluruh atau sebagaian jenis barang dan atau jasa yang 
didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.36 
Lisensi merek adalah pemilik yang sudah terdaftar pada kantor merek. 
Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari system konstitutif yang dianut 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimana hak atas merek 
diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Pengguna merek terdaftar oleh 
penerima lisensi menurut Pasal 46 dianggap sebagai penggunaan merek di 
Indonesia oleh pemilik merek atau pemberi lisensi sehingga apabila 
pemberi lisensi tidak menggunakan sendiri mereknya tidak terancam 
hapusnya kekuatan hukum pendaftarannya berdasarkan pasal 46 ayat (2). 
Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jendral 
HAKI dan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam 
Berita Resmi Merek. Akta yang terbentuk dalam perjanjian lisensi merek 
yaitu akta autentik, bukan akta di bawah tangan, sehingga merek tersebut 
memiliki kepastian hukum yang kuat.37 
Pemilik hak merek tetap dapat menggunakan merek itu sendiri atau 
memberikan lisensi kepada pihak ketiga meskipun pemilik merek telah 
melakukan perjanjian lisensi merek dengan pihak kedua, apabila telah 
diperjanjikan secara khusus dengan para pihak. Jadi apabila telah 
diperjanjikan oleh para pihak bahwa pemilik hak merek tidak akan 
                                               
36 Ibid., halaman 383. 
37 Ibid., halaman 384. 
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menggunakan merek setelah memberikan merek kepada pihak lain, maka 
pemilik hak merek harus tetap mematuhi perjanjian tersebut meskipun 
sewaktu-waktu pemilik hak merek ingin menggunakan kembali merek 
tersebut. 
Hal yang dilarang dalam pemberian lisensi yaitu apabila dalam 
perjanjian tersebut memuat ketentuan langsung dan tidak langsung dapat 
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Undang-
Undang memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang bertikat 
baik. Perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang 
Merek Tahun 2001 yaitu :38 
a. Penerima lisensi yang beritikat baik, tetapi kemudian merek itu 
dibatalkan atas dasar persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek lainyang terdaftar, tetap berhak 
melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan 
berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. 
b. Penerima lisensiyang dimaksud ayat (1) tidak lagi wajib 
meneruskan pembayaran royaliti kepada pemberi lisensiyang 
dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran kepada 
pemilik yang tidak dibatalkan. 
c. Dalam pemberian lisensi sudah terlebih dahulu menerima royality 
secara sekaligus dari penerima lisensi tersebut wajib menyerahkan 
bagian royality yang diterimanya kepad pihak merek yang tidak 
                                               
38 Sayud Margono Amir Angkasa. 20023. Komersial Asel Intelektual Aspek Hukum Bisni. 
Jakarta : Grasindo, halaman 305. 
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dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka perjanjian 
lisensi. 
Hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensi 
merek agar dapat dicatat dalam daftar umum merek, antara lain:39 
a. Jenis barang yang dilenssikan harus disebutkan secara jelas. 
Karena menurut Pasal 43 ayat (1) dimungkinkan pemberian 
lisensi hanya sebagian jenis barang dan atau jasa yang 
didaftarkan. Oleh karena itu, untuk kepentingan kepastian 
pencatatam dalam daftar umum, maka penyebutan secara tegas 
barang atau jasa dilisensikan sangan diperlukan. 
b. Janga waktu berlakunya lisensi tidak boleh lebih lama dari 
jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan 
tersebut. Mengenai wilayah berlakunya perjanjian lisensi, 
apabila tidak berlakunya wilayah Indonesia harus ditentukan 
secara tegas dalam perjanjian (Pasal 43 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001) 
c. Apabila penerima lisensi menghendaki agar pemberi lisensi 
tidak boleh memakai atau memberikan lisensi kepada pihak 
ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, harus 
ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Demikian 
pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001. 
                                               
39 Ibid., halaman 14-15 
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d. Apabila penerima lisensi menghendaki dapat memberikan 
lisensi lebih lanjut kepad pihak ketiga harus ditentukan secara 
tegas dalam perjanjian (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001) 
e. Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang memuat ketentuan 
yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan 
akibat yang merugikan perekonomian di Indonesia atau 
memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa 
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi 
pada umumnya. 
C. Monopoli dan Persaigan Usaha Tidak Sehat 
1. Monopoli 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 memaparkan bahwa yang 
dimaksud engan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok usaha. Pada Black’s Law Dictionary monopoli diartikan lebih kepada 
adanya suatu hak istimewa (privilege) yang menghapuskan persaingan bebas, 
yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.40 
Monopoli dibedakan menjadi dua yaitu monopoli ang alamiyah (natural 
monopoly) dan monopoli yang diperoleh melelaui peraturn perundang-undangan. 
Monopoli yang alamyah adalah monopoli yang terjadi karena pelaku usaha 
tersebut memiliki kemampuan teknis tertentu seperti: 
                                               
40 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Dalam bukunya Susanti Adi Nugroho. 20112 
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya.         
Jakarta: Kencana Perdana Media Group, halaman 225. 
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a. Pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus 
(special knowledge) yang memungkinkan berproduksi sangan efisien; 
b. Skala ekonomi, dimana semakin besar skala produksi maka biaya 
marginal semakin menurun, sehingga biaya produksi per unit (average 
cost) makin rendah; 
c. Pelaku usaha memiliki kemampuan mengendalikan sumber factor 
produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia 
maupun lokasi produksi. 
Monopoli yang dilarang dalam Black’s Low Dictionary adalah monopoli 
yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, 
dan atau untuk tetap mempertahankannya. Hal ini memberikan kemungkinan 
diperkenankannya monopoli yang terjadi secara alamiah, tanpa adanya kehendak 
dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan monopoli. 
Terdpat beberapa argumen yang dikemukakan sehubungan dengan proses 
terjadinya monopoli secara alamiah antara lain:41 
a. Monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu “superior skill”, yang salah 
satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh 
Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas 
teknologi tertentu. 
                                               
41 Ibid., halaman 13-14. 
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b. Monopoli terjadi karena pemberian Negara. Di Indonesia hal ini 
sangan jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) 
dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
c. Monopoli merupakan suatu “bistorical accident” karena monopoli 
tersebut terjadi karena ketidak sengajaan dan berlangsungan karena 
proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai factor terkait dimana 
monopoli tersebut terjadi. 
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Tujuan menjalankan kegiatan usaha adalah memperoleh keuntungan dan 
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini mendorong banyak orang 
menjalankan usaha baik jenis usaha yang sama maupun jenis usaha yang berbeda. 
Banyaknya pelaku usaha inilahyang menimbulkan terjadinya persainan usaha. 
Para pelaku usaha salig menciptakan, mengemas serta memasarkan produk yang 
dimilikinya baik berupa barang dan atau jasa dengan sebaik mungkin agar 
diminati dan dibeli oleh konsumen. 
Persaingan pasar memberikan keuntungan pada para pelaku usaha dan 
juga konsumen. Adanya persaingan, maka para pelaku usaha akan berlomba-
lomba untuk terus memperbaiki produk barang atau jasa yang dihasilkan dan 
berupaya keras untuk memberikan produk terbaik bagi konsumen,  sehingga 
konsumen dapat memilih produk yang terbaik dan termurah.42 
Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala suatu yang 
berkaitan dengan persaingan usaha.  Istilah hukum persaingan usaha telah diatur 
                                               
42 Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35677/4/Chapter%201.pdf. Diakses pada 
tanggal 20 Maret 2015 
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dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktir Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mengupayakan secara optimal 
terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, 
yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisensi agar mampu bersaingan 
dengan pesaingnya. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Prosedur Pemberian Lisensi Terhadap Hak Merek 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang pemberian 
lisensi hak merek dalam Pasal 43 yaitu:43 
1. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepad pihak lain 
dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek 
tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa. 
2. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, 
kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama 
dari jangan waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. 
3. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatanya pada Direktorat 
Jenderal dengan dikenai biaya dan akiat hukum dari pencatatan perjanjian 
lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap 
pihak ketiga. 
4. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh 
Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam 
berita resmi merek. 
Kedudukan pemilik hak atas merek terdaftar yang memberikan lisensi 
kepada penerima lisensi memiliki kedudukan yang sama untuk menggunakan 
merek tersebut secara bersama-sama. Pemilik hak atas merek tetap dapat 
menggunakan sendiri atau meberikan lisensi kepada pihak lain apabila tidak ada 
                                               
43 Ahmad Yani. Op. Cit., halaman 264 
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perjanjian khusu terhadap pihak kedua untuk tidak memberikan lisensi kepada 
pihak lainnya. 
Pemilik merek tidak menggunakan sendiri mereknya dalam perdagangan 
barang dan atau jasa di Indonesia, maka penerima lisensi akan mengalami hal 
yang sama dengan pemilik merek terdaftar. Apabila merek tidak digunakan 
selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak 
tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir tanpa adanya alasan tertentu, maka 
merek terdaftar akan dihapuskan dari daftar umum merek yang dilakukan atas 
prakara Direktorat Jenderal. Setelah merek terdaftar dihapuskan maka baik 
pemilik merek maupun penerima lisensi merek tidak dapat mengedarkan barang 
dan atau jasa dalam perdagangan dengan menggunakan merek yang 
bersangkutan.44 
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa: 
1. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung 
maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan 
perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat 
kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan 
teknologi pada umumnya. 
2. Direktorat Jenderal Wajib Pajak menolak permohonan pencatatan 
perjanjian lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
                                               
44 Ibid., halaman 265. 
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3. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta 
alasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik merek 
atau kuasanya, dan kepada penerima lisensi. 
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan 
bahwa: 
1. Penerima lisensi yang beritikat baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan 
atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi 
tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. 
2. Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib 
meneruskan pembayaran royality kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, 
melainkan wajib melaksanakan pembayaran royality kepada pemilik 
merek yang tidak dibatalkan. 
3. Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royality secara 
sekaligus dari penerima lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari 
royality  yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, 
yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi. 
B. Pengaturan Perjanjian Tertutup Dalam Penggunaan Lisensi Hak Merek  
1. Pengaturan Perjanjian Tertutup 
Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian menjelaskan bahwa setiap 
orang bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Baik itu perjanjian yang 
dibuat oleh perseorangan dengan badan hukum atau lembaga, maupun antara satu 
badan hukum dengan badan hukum lainnya. Bebas membuat suatu perjanjian 
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bukan berarti masyarakat bebas membuat perjanjian tanpa memperdulikan 
peraturan perundang-undangan dan norma-norma kesusilaan dan ketertiban 
umum. 
Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri 
pihak penjual atau pembeli atu pemasok atatu produk dipasar sesuai dengan 
berlakunya hukum pasar. Karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan 
dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha 
tidak sehat. 
Perjanjian tertutup merupakan bagian penting dari hambatan vertical 
(vertical restraint), maka perjanjian tertutup memiliki dua kategori yaitu 
hambatan untuk persaingan yang sifatnya intrabrand  dan hambatan untuk 
persaingan yang bersifat interbrend. Persaingan intrabrand  terjadi ketika akses 
penjualan distributor atau pengecer dibatasi oleh produsen. Sedangkan persaingan 
interbrand adalah persaingan antar manufaktur atau produsen untuk suatu jenis 
atau kategori barang di pasar bersangkutan yang sama. Hambatan interbrand 
terjadi bila produsen menciptakan pembatasan persaingan terhadap produk 
pesaingnya. 
Perjanjian tertutup merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh 
pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang mungkin akan 
mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 melarang beberapa tindakan yang 
termasuk dalam kategori perjanjian tertutup, karena potensial menimbulkan 
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kerugian masyarakat (welfare loss). Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 mengatur beberapa tindakan yang dilarang meliputi: 
a. Exclusive Distribution Agreement 
Exclusive distribution agreement adalah pelaku usaha membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima 
produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada 
pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Pihak distributor dipaksa hanya boleh 
memasok kembali produk pada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Dengan 
kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak 
tertentu dan tempat tertentu oleh pelaku usaha manufaktur. 
Exclusive distribution agreement biasanya dibuat oleh perusahaan 
manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan cabang yang mendistribusikan 
hasil produksinya, yang tidak menghendaki terjadinya persaingan ditingkat 
distributor, sehingga dapat berpengaruh terhadap harga produk yang mereka 
pasok ke dalam pasar, dan agar harga produk mereka tetap stabil, maka pihak 
konsumen dan wilayah pasokan agar tidak terjadi bentrokan antar sesame 
distributor. 
Karena dibatasinya untuk pihak dan tempat tertentu saja dapat juga 
mengakibatkan pihak distributor menyalahgunakan kedudukan eksusif yang 
dimilikinya untuk memungkinkan menaikkan harga yang tinggi terhadap produk 
yang didistribusikan kepada konsumen pihak dan wilayah tertentu bagiannya 
tersebut. Oleh karena iut, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
41 
 
 
 
melarang pelaku usaha untuk membuat exclusive distribution agreement dengan 
pelaku usaha lain.45 
b. Tying Agreement 
Tying agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian 
dengan pelaku usaha liannya yang berada pada level yang berbeda dengan 
mansyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatuarang atau jasa hanya akan 
dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan memebli atau 
menyewa arang lainnya. Dengan melakukan tying agreement  pelaku usaha dapat 
memperluas kekuatan monopoli pada barang atau jasa yang pertama kali dijual. 
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinayatakan 
bahwa palaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang 
membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu 
harus bersedia membali barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli 
barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dari Pasal 15 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa defenisi dari tying agreement 
yaitu perjanjian yang dibuat diantara pelaku usaha yang memuat persyaratan 
bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu herus bersedia membeli 
barang atau jasa lain dari pelaku saha pemasok.46 
Tying agreement merupakan usaha satu kategori perjanjian yang dilarang 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena denga praktik yang 
agreement pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuasaan monopoli yang 
dimiliki pada tying product (barang atau jasa yang pertama kali dijual). Sebagai 
                                               
45 Susanti Adi Nugroho. 2012 Hukum Persaingan  Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan 
Praktik serta Penerapan Hukumnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 213-214. 
46 Jurnal Komisi Pengawas Persaingan  Republik Indonesia, halaman 153. 
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contoh, Indofood memiliki kekuatan monopoli untuk produk mie instant tetapi dia 
ingin memanfaatkan monopoli tersebut agar dapat memiliki kekuatan monopoli 
untuk produk lain, seperti saus tomat, sehingga kemungkinan dia akan dapat 
memperluas kekuatan monopolinya tidak hanya pada mie instant tetapi juga saus 
tomat.47 
Dengan kekuatan monopoli untuk dua produk sekaligus ole pelaku usaha, 
maka dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk 
kedalam pasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada dua alas an yang 
menyebabkan praktik tying agreement tersebut dilarang, yaitu: 
1) Pelaku usaha yang melakukan tying agreemet tidak menghedaki pelaku 
usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara fair 
dengannya terutama pada produk yang sama. 
 
2) Pelaku usaha yang melakukan praktik tying agreement juga telah 
menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang 
ingin mereka beli. 
Dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
mengategorikan tyig agreement  menjadi salah satu perjanjian yang dilarang untuk 
dilakukan oleh pelaku usaha. 
c. Vertical Agreement on Discount 
Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengategorikan 
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga 
                                               
47 Susanti Adi Nugroho. Op, Cit., halaman 215-216 
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tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha 
yang menerima barang dan atau jasa dari usaha pemasok. 
1) Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha 
pemasok. 
2) Tidak akan membeli barang dan atau/jasa yang sama atau sejenis dari 
pelaku usaha  lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 
Apabila pelaku usaha ungin mendapatkan harga diskon untuk produk 
tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, maka pelaku usaha tersebut harus 
bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli 
produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Hal 
tersebut mengakibatkan hilangnya hak pelaku usaha untuk secara bebas memilih 
produk yang ingin mereka beli, dan membuat pelaku usaha harus membeli produk 
yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut.48 
2. Damapk Positif dan Negatif Perjanjian Tertutup 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan akibat positif dan 
negative pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup, yaitu dengan 
melakukan perjanjian tertutup maka pelaku usaha dapat: 
a. Meningkatkan kekuatan pasar (market power) 
Kekuatan pasar atau market power yaitu kemampuan pelaku us aha untuk 
menetepkan harga melebihi biaya marginal dari kegiatan produksi yang 
dilakukan, sehingga keuntungan yang dinikmati adalah keuntungan di atas level 
harga persaingan atau keuntungan normal. 
                                               
48 Ibid., halaman 217 
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Melalui perjanjian tertutup, maka akibat negatifnya adalah bahwa akses 
pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama menjadi terbatas, sehingga 
akan mengurangi persaingan usaha langsung. Di samping itu, perjanjian tertutup 
ini juga akan menghambat pelaku usaha baru untuk memasuki pasar. Jika diihat 
dari sudut pandang pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup, maka 
strategi perjanjian tertutup akan mengakibatkan mereka menghadapi pembatasan 
akses distribusi sehingga kemampuan untuk ikut bersaing menjadi turun. 
Perjanjian tertutup dapat digunakan untuk mengurangi persaingan 
sehingga pelaku usaha dapat menetapkan harga lebih tinggi untuk mendapat 
keuntungan melebihi keuntungan yang wajar atau melebihi keuntungan pada 
posisi persaingan penuh. 
b. Meningkatkan efisiensi 
Perjanjian eksklusif, yang merupakan kontrak jangka panjang  yang 
eksklusif antara produsen dan distributor sehingga secara positif akibatnya akan 
dapat mengurangi biaya produksi dan transaksi. Dengan adanya kepastian 
pasokan distribusi baik bagi produsen mupun distributor sebagai akibat perjanjian 
eksklusif tersebut, maka efisiensi akan dapat dicapai. 
c. Menjaga persaingan intrabrand 
Pelaku usaha pada umumnya membiarkan persaingan antar produsen 
karena secara teknis lebih sulit untuk membuat kartel antar produk. Disis lain 
untuk menjaga system distribusi, dengan dibuatnya perjanjian tertutup secara 
positif mereka meminimalkan persaingan antar distributor dengan melakukan 
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perjanjian tertutp. Dengan demikian maka dengan perjanjian tertutup ada peluang 
untuk menambah kekuatan pasar, meskipun persaingan antar produk cukup ketat. 
Perjanjian tertutup dapat memberikan dampak positif sehingga pelaku 
usaha yang menjalankan perjanjian tertutup tidak dapat dihukum. Dampak positif 
dibuatnya perjanjian tertutup tersebut secara umum antara lain: 
1) Peningkatan spesialisasi antar produsen-distributor akan mengingkatkan 
skala ekonomis masing-masing pihak, sekaligus mengurangi unsure 
ketidak pastian dalam proses distribusi. 
2) Pengurangan biaya transaksi antar produsen dengan distributor sehingga 
menjadi peningkatan efisiensi. 
3) Peningkatan kepastian dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang 
terikat dalam suatu perjanjian tertutup. 
4) Mengurangi perilaku distributor mengambil kesempatan (peluang). Hal ini 
terjadi apabila seseorang membeli produk yang cukup banyak, kemudian 
dijual kepasar yang lain sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan 
harga jual pada pasar yang berbeda. Dampak tindakan ini akan 
mengganggu pangsa pasar produsen yang sama di wilayah lain. 
Sedangkan dampak negative yang bisa disebabkan oleh palaksanaan 
perjanjian tertutup secara umum  antara lain:49 
1) Peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial dan 
penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing. Hambatan ini terjadi karena 
pelaku usaha yang tidak terlibat perjanjian tertutup tersebut terpaksa harus 
                                               
49 Draft Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 32-33. 
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membangun jaringan distribusi akan menimbulkan biaya yang menjadi 
factor hambatan yang signifikan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat 
dalam perjanjian tertutup. 
2) Potensi  terjadinya pembagian wilayah. Pembagian wilayah ini dapat 
terjadi apabila alokasi distribusi antar produsen-distributor ke dalam 
beberapa wilayah, dimana untuk masing-masing wilayah terdapat beberapa 
distributor yang dominan. 
3) Memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar, 
yang kemudian akan melakukan diskriminasi harga untuk memaksimalkan 
profit. 
4) Bagi konsumen, pembatasan persaingan pasar menimbulkan persaingan 
pasar yang tidak sempurna.  
Dalam pasar yang demikian, pelaku usaha pada umumnya akan 
menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga persaingan untuk menambah 
keuntungan, sehingga konsumen harus membayar harga yang lebih mahal. 
1) Penjualan berbagai produk dan proses produksi penerima lisensi sebagai 
pelaku usaha baru akan dibantu dan didukung oleh pemberi lisensi. 
Dengan adanya perjanjian tertutup antara pemberi lisensi dan penerima 
lisensi, maka untuk menjaga nama baiknya pada pasar, maka pemberi 
lisensi mengharuskan penerima lisensi memasok seluruh bahan pokok dari 
pemberi lisensi, sehingga penerima lisensi tidak kesulitan lagi dalam 
mencari bahan pokok yang berkualitas. 
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2) Dalam kasus tertentu, misalnya terdapat kendala dalam proses produksi 
yang rumit yang dialami oleh penerima lisensi, maka pemberi lisensi dapat 
mengikat penerima lisensi untuk dapat mengontrol kualitas terhadap bahan 
baku yang digunakan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan 
penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja penerima lisensi.  
Dampak buruk yang dapat terjadi akibat pelaksanaan perjanjian tertutup 
dalam penggunaan lisensi hak merek yaitu: 
1) Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang 
diberlakukan oleh para pelaku perjanjian tertutup. Pemberi lisensi 
menentukan wilayah akses para pelaku perjanjian tertutup. Pemberi 
lisensi menentukan wilayah akses pasar penerima lisensi agar tidak 
bersaing dengan pemberi lisensi. Sehingga penerima lisensi memiliki 
keterbatasan memasarkan hasil produksinya. 
2) Dapat menciptakan kegiatan monopoli terhadap penerima lisensi. 
Dengan keterbatasan yang telah ditentukan oleh pemilik hak merek, 
maka penerima lisensi tidak dapat bersaing dalam pangsa pasar dengan 
penerima lisensi. 
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C. Keabsahan Perjanjian Tetutup Dalam Penggunaan Lisensi Hak Merek 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
1. Analisis Perjanjian Tertutup 
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 tentang penetapan harga, Pasal 6 
tentang diskriminasi harga, Pasal 10 tentang pemboikotan, Pasal 15 tentang 
perjanjian tertutup,merupakan suatu perjanjian yang dapat menciptakan 
persaingan usaha tidak sehat. 
Pembuktian perjanjian tertutup melanggar atau tidak melanggar ketentuan 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pembuktian harus 
dilakukan sesuai dengan tata cara penanganan perkara sebagaimana diatur dalam 
Bab VII dari Undang-Undang Nomor 5 Taun 1999. KPPU wajib memperhatikan 
ketentuan Pasal 42 tentang alat-alat bukti, dan dalaml hal terdapat kesulitan untuk 
memperoleh bukti-bukti seperti keterangan saksi, surat dan/atau dokumen serta 
menafsirkan pelaku usaha sendiri, adalah kewajiban hukum KPPU untuk 
menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 42 huruf d secara jelas sehingga 
KPPU dapat mengumpulkan bukti yang diperoleh dari penilaian atas situasi, 
kondisi dan keadaan seputar perjanjian tertutup yang diduga telah dibuat pelaku 
usaha. 
Setelah dilaksanakannya tata cara penanganan perkaya terbukti secara 
cukup dan patut bahwa perjanjian memenuhi criteria maka tanpa memerlukan 
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pembuktian lebih lanjut, perjanjian tertutup harus ditanyakan telah memenuhi 
kriteria pelanggaran Pasal 15:50 
a. Perjanjnian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdangangan 
secara substansi atau  mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. 
Berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat 
dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% atau 
lebih. 
b. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan 
pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi 
perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah  sesuai 
dengan Pasal 4 yaitu memiliki pasar 10% atau lebih. 
c. Dalam perjanjian Tying, produk  yang diikatkan dalam suatu penjualan 
harus berbeda dari produk utamanya. 
d. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian Tying harus memiliki kekuatan 
pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli 
juga produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan 
Pasal 4 yaitu memiliki pasang 10% atau lebih. 
2. Komisi Pengwas Persaingan Usaha (KPPU) 
a. Tugas dan wewenang KPPU 
Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
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Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam rumusan Pasal 35 dikatakan bahwa tugas 
KPPU meliputi:51 
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli  dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku 
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. 
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan 
posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat, termasuk didalamnya rumusan 
ketentuan Pasal 29 ayat(1) yang secara tidak langsung memberikan tugas 
kepada komisi untuk memantau terjadinya penggabungan atau peleburan 
badan usaha, atau pengambil alihan saham sautu perusahaan, yang patut 
diduga akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya; 
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap komisis kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat; 
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-
undang. 
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7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Sebagai tindak lanjut dari tugas yang diberikan dalam hurut d, dalam Pasal 
36 dijabarkan  wewenang KPPU sebagai berikut:52 
1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang 
dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau  
tindakan pelaku usaha 
3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan 
oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU 
sebagai hasil dari penelitiannya; 
4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau 
tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang ini; 
6) Memanggil dan mengahadirkan  saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang 
diaanggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 
7) Memintan bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 6, 
yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi; 
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8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan 
penyelidikan dana atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan undang-undang ini; 
9) Mendapatkan, meneliti, dan  atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 
lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 
10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku 
usaha lain atau masyarakat; 
11) Memberitahukan putusan Komisi kepada palaku usaha yang diduga 
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 
b. Tata cara penanganan perkara oleh KPPU 
Tata cara penanganan perkara diatur dalam Bab VII mulai dari pasal 38 
sampai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dapat 
melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keteranganyang lengkap dan 
jelas tentang terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan 
menyertakan identitas pelapor, melainkan juga setiap orang yang mengetahui 
telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran  terhadap undang-undang 
ini dapat melapor secara tertulis kepad KPPU dengan keterangan yang jelas 
tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. 
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan 
KPPU untuk berdasarkan laporan yang telah disampaikan tersebut, melakukan 
pemeriksaan pendahuluan. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut dalam 
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jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KPPU 
menerima laporan tersebut, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya 
dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, 
dilakukan pemeriksaan  tehadap pelaku usaha yang dilaporkan. 
KPPU diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak itu KPPU wajib memutuskan telah terjadi 
atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Keputusan 
ini dilakukan dalam suatu bidang Majelis yang beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi.53 
3. Alat-alat bukti dan sanksi-sanksi 
Alat-alat bukti pemeriksaan KPPU berupa: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat dan atau dokumen; 
d. Petunjuk 
e. Keterangan pelaku usaha; 
f. Sanksi-sanksi 
Pasal 47 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat ktentuan 
sanski terhadap pelanggarannya yang dapat berupa tindakan administratife, Pasal 
49 berupa sanksi pidana pokok, danPasal 49 berupa sanksi pidana tambahan. 
a. Tindakan administrative 
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Tindakan administrative yang dapat diambil menurut ketentuan undang-
udang adalah sebagai berikut: 
1) Penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, 
Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sabagai 
berikut: 
a) Perjanjian untuk menguasai produksi dan atau pemasaran barang dan 
jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat: 
b) Perjanjian yang menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang 
harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan 
yang sama; 
c) Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar 
dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli 
lain untuk barang dan atau jasa yang sama; 
d) Perjanjian yang membuat suatu penetapan harga dibawah pasar, yang 
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 
e) Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau 
jasa tidak akan menjual atau memasok kemabli barang dan atau jasa 
yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari para 
harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya persainganusaha tidak sehat; 
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f) Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau 
alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa yang sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat; 
g) Perjanjian yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk 
melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri 
maupun pasal luar negeri; 
h) Perjanjian dengan maksud untuk menolak menjual setiap barang dan 
atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: 
(1) Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau 
(2) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap 
barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan; 
i) Perjanjian dega tujuan untuk mempengaruhi harga denga mengatur 
produksi dan atau pemasaran suatu barang da atau jasa, yang dapat 
mengakibatkan terjdainya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat; 
j) Perjanjian kerja sama untuk membentuk gabungan perusahaan atau 
perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan 
mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau 
perseroran anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan 
atau pemasaran ata barang dan atau jasa, sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat; 
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k) Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai 
pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga 
atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat; 
l) Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima 
barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok 
kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau 
pada tempat tertentu; 
m) Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima 
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau 
jasa lain dari pelaku uaha pemasok; 
n) Perjanjian yang memebrikan harga atau potongan harga tertentu atas 
barang dan atau jasa, dengan syarat baha pelaku usaha yang menerima 
barang dan atau jasa dari usaha pemasok; 
o) Perjanjian yang dibuat dengan pihak lain diluar negeri yang memuat 
ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat. 
2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan pembuatan atau 
pelaksanaan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku 
usaha lain, atau perubahan betuk rangkaian produksinya yang dilarang 
oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
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Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. 
3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 
terbukti menimbulkan praktek  monopoli dan atau menyebabakan 
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyrakat, berupa 
tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara 
keseluruhan; dan/atau 
4) Perintah kepaad pelaku usaha untuk menghentikan penyelahgunaan 
posisi dominan; dan/atau 
5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha 
dan pengambil alihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan/atau 
6) Pembayaran ganti rugi kepada pelaklu usaha dan kepada pihak lain 
yang dirugikan; dan/atau 
7) Pengenaan denda se dan serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 
(dua puluh lima milyar rupiah). 
b. Pidana Pokok 
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua 
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puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) 
bulan. 
c. Sanksi Pidana Tambahan 
Selain sanksi pidana pokok, undang-undang menetapkan adanya sanksi pidana 
tambahan dengan  menunjuk pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, terhadap yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 dapat 
dijatuhkan pidana tambahan berupa: 
1) Pencabutan Izin Usaha;atau 
2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau 
Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) 
tahun; atau 
3) Pengehentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan 
timbulnya kerugian pada pihak lain. 
Pasal 5 ayat (2) mengatur pengecualian mengenai penetapan harga secara 
bersama, undang-undang juga mengecualikan beberapa hal berikut:54 
a) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; atau 
b) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti 
lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industry, rangkaian 
elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan 
dengan waralaba; atau 
                                               
54 Ibid., halaman 69-70 
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c) Perjanjian penetapan standart teknis produk barang dan atau jasa tidak 
mengekang, dan atau mengahalangi persaingan; atau 
d) Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan 
untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih 
rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan; atau 
e) Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standart 
hidup masyarakat luar; atau 
f) Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik 
Indonesia; atau 
g) Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak 
mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau 
h) Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Ucaha Kecil; atau 
i) Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani 
anggotaya. 
Melayani anggotanya disini maksudnya adalah member pelayanan hanya 
kepada anggotanya saja dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan 
kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, 
serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota 
yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. 
Undang-Undang melarang para pelaku usaha malakukan perjanjian 
tertentu. Larangan tersebut merupakan laranga terhadap keabsahan suatu obyek 
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perjanjian. Setiap perjanjian yang dilarang oleh undang-udang maka perjanjian 
tersebut batal demi hukum. Tetapi obyek yang dilarang bukanlah suatu obyek 
larangan yang bersifat mutlak. 
Perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat jelas melanggar ketentuan undang-undang sehingga 
perjanjian tersebut harus batal demi hukum dan dianggap tidak penrah ada. 
Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa suatu perjanjian telah mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka perjanjian 
tersebut sah demi hukukm. 
4. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan 
oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkatian 
hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lain. Kegiatan 
merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atrau perubuatan hukum secara 
sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lain.55 
Pengertian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
dibedakan dengan pengertian praktek monopoli. Pengertian Nomor 5 Tahun 1999, 
dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu 
pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pamasasran atas barang dan atau 
jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat 
merugikan kepentingan umum. 
                                               
55 Ahmad Yani. Op., Cit, halaman 225 
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Dari definisi terssebut dapat diartkan bahwa monopoli yang tidak 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan 
umum tidak dilarang, yang dilarang oleh undang-undang adalah praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat.56 
Sebagai tempat bergeraknya roda ekonomi,  pasar dipengaruhi oleh pelaku 
usaha yang berperan sebagai produsen maupun distributor dan konsumen yang 
merupakan salah satu peran terbesar dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu 
pasar. Pasar yang terdistorsi mengakibatkan harga yang terbentuk di pasar tidak 
lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran yang nyata. Dimana proses 
pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Hal 
ini merupakan perwujudan dari kodisi persaingan usaha yang tidak sehat, 
sehingga dapat mengakibatkan lumpluhnya pereknomian pelaku usaha, 
masyarakat luas, bahkan yang terbesar dapat melumpuhkan suatu Negara.57 
Untuk menentukan apakah pelaku usaha melakukan praktik monopoli 
penegak hukum harus menganalisis beberapa hal sebagai berikut;58 
a. Penentuan mengenai pasar yang bersangkutan; 
b. Penilaian terhadap keadaan pasar dan jumlah pelaku usaha; 
c. Ada tidaknya kehendak untuk melakukan monopoli oleh pelaku usaha 
tertentu. 
Cirri-ciri atau pasar yang bersifat monopoli adalah:59 
                                               
56 Susanti Adi Nugroho. Op. Cit., halaman 225 
57 Ibid., halaman 227 
58 Ibid. 
59 Ibid., halaman 228-229 
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1) Cirri utama pasar ini adalah adanya sedikit penjual yang menguasai 
pasar dengan jumlah pembeli yang sangan banyak, sehingga penjual 
tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang yang akan 
tergantung kepada keuntungan yang akan diraihnya, sehingga penjual 
akan menetapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi 
baginya. 
2) Cirri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki 
persamaan dengan produk monopolis. 
3) Adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk kedalam pasar. 
Hambatan itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung, 
dicipatakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk 
monopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan 
pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut, dengan berbgai 
cara antara lain dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. 
Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan 
monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal 
kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan 
perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, 
dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan 
mati dengan sendirinya. 
4) Cirri lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan 
hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh melelui 
peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain 
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tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan 
perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produsen di pasar. 
5) Dalam bentuk lain, monopoli juga dapat diartikan sebagai penguasaan 
lebih dari 50% pangsa pasar atas suatu jenis komidtas tertentu oleh 
satu atau gabungan beberapa perusahaan. 
Adapun dampak atau pengaruh negative dengan dilakukannya 
monopoli oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang dapat 
merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainyya yaitu:60 
1) Adanya peningkatan harga produk barang maupun jasa tertentu sebagai 
akibat tidak adanya persaingan sehat, sehingga harga yang tinggi dapat 
memicu terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas. 
2) Pelaku usaha mendapatkan keuntungan secara tidak wajar, dan sangat 
berpotensi untuk menetapkan harga seenaknya guna mendapatkan 
keuntunganyang berlipat, tanpa memerhaiktan tidak adanya pilihan lain 
bagi konsumen, sehingga konsumen mau tidak mau tetap 
akanmengonsumsi produk barang dan jasa tertentu yang dihasilkan. 
3) Terjadi eksploitasi terhadap daya beli konsumen dan tidak memberikan 
hak pilih pada konsumen untuk mengonsumsi produk lainnya, sehingga 
konsumen tidak peduli lagi pada masalah kualitas serta harga buruh yang 
bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji atau upah yang ditetapkan 
rendah dan kondisi kerja yang buruk. 
                                               
60 Ahmad Yani. Op. Cit., halaman 230-231. 
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4) Terjadi ketidak eknomisan dan ketidak efiseienan yang akan dibebankan 
kepada konsumen dalam rangka menghasilkan suatu produk,karena 
perusahaan monopoli cenderung tidak mau beroperasi pada average cost 
yang minimum. 
5) Terjadi entry barrier, dimana tidak ada perusahaan lain yang mampu 
menebus pasar monopoli untuk suatu produk yang sejenis, sehingga pada 
gilirannya perusahaan kecil yang tidak mampu masuk ke pasar monopoli 
akan mengalami kesulitan untuk dapat berkembang secara wajar dan pada 
akhirnya akan bangkrut. 
6) Menciptakan pendapatan yang tidak merata, dimana sumber dana serta 
modal akan tersedot ke perusahaan monopoli, sehingga masyarakat atau 
konsumen dalam jumlah yang besar terpaksa harus berbagi pendapatan 
yang jumlahnya relative kecil, dengan masyarakat lain, sementara 
segelintir monopolis akan menikmati keuntungan yang lebih besar dari 
yang diterima masyarakat. 
Dimasukkannya monopoli ke dalam ketegori salah satu kegiatan yang 
dilarang oleh undang-undang persaingan usaha,bukan berarti kegiatan monopoli 
sama sekali tidak boleh dilakukan.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih 
memberi toleransi pada kegiatan monopoli yang berkaitan dengan produksi dan 
atau pamasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak 
serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara, asalkan diatur dengan 
undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan/lembaga yang 
dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah. 
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Monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundango-undangan 
adalah:61 
1) hak atas kekayaan intelektual, yaitu dimana Negara memberikan hak 
monopoli kepada pelaku usaha untuk memproduksi atau memasarkan 
hasil dari suatu inovasinya tersebut; 
2) hak usaha ekslusif, yaitu hak yang diberikan oleh pemrintah kepada 
pelaku usaha yang lian, misalkan agen tunggal, importer tuanggal, 
pemebli tunggal, dan sebagainya. 
 Hanya kegiatan mononpoli yang memenuhi unsur dan kriteria yang 
disebutkan dalam Pasal 17 saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. unsur-
unsur yang menyebabkan kegiatan monopoli dilarang yaitu:62 
1) melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jasa, atau barang dan 
jasa tertentu; 
2) melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran pokok barang, jasa, atau 
barang jasa tertentu; 
3) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli; 
4) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat. penguasaan yang dimaksud terjadinya apabila pelaku usaha 
menguasai lebih dari 50 % panga pasar satu jenis barang dan atau jasa 
tertentu. 
 Adapun kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya 
monopoli yang dilarang tersebut didasarkan pada: 
                                               
61 Ibid., 232. 
62 Ibid., 233-234. 
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1) produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya 
(substitusinya); 
2) pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam persaingan 
terhadap produksi barang, jasa, atau barang dan jasa yang sama; 
3) pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai 
kemampuan barsaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan; 
4) satu pelaku usaha tau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 50% 
pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu. 
 Dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat 
disimpulkan bahwa tidak semua kegiatan monopoli dilarang. beberapa perusahaan 
di Indonesia yang secara hukum diberi hak monopoli yaitu seperti Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang memiliki kekuatan monopoli karena khusus untuk 
mengelola industri tertentu. hak khusus tidak hanya diberikan kepada pemerintah, 
tetapi juga satu perusahaan lainnya seperti agen tunggal, importer tunggal, lisensi 
dan bisnis Waralaba (franchise). 
 Hak paten dan hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena 
mempunyai kemampuan pengetahuan khsusu yang menciptakan daya monopoli 
secara teknik.63 Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan 
mekanisme kekuasaaan dapat terjadi dikarenakan adanya kepentingan yang saling 
menguntungkan yang dibentuk antar para pelaku usaha dengan birokrat 
pemerintah. hal ini dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. 
                                               
63 Ibid., 241. 
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 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian 
dijabarkan dalam pasal 51 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa monopoli 
dan atau pemusatan kegiatan yang berkaintan dengan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta 
cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan diatur didalam Undang-
Undang yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau 
badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan 
Pasal 51 Undang-Undang Dasar 1945 negara masih memungkinkan untuk 
memberikan hak monopoli dan atau pemusatan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa.64 
 Pengaturan monopoli pada Pasal 17 Undang-Undagn Nomor 5 Tahun 
1999 yang dirumuskan secaa Rule of Reason, berarti bahwa monopoli dilarang 
apabila mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Monopoli juga dapat ditafsirkan bahwa pelaku usaha (baik satu pelaku usaha atau 
satu kelompok pelaku usaha) sebenarnya tidak dilarang untuk melakukan 
penguasaaan barang dan atau jasa hingga lebih 50% pengsa pasar, asalkan tidak 
menimbulkan kelumpuhan pemasaran terhadap pelaku usaha lain yang 
mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memasarkan produk yang sama 
dalam pasar. Tidak mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat.65 
 Pasal 33 Undang-Undang 1945 memperbolehkan adanya monopoli 
Negaara untuk menguasai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di 
                                               
64 Dimyanti Hartono. 1998. Monopoli dan Oligopoli Suatu Tinjauan Hukum-Newsletter No. 
34 Tahun Ke IX. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, halaman 38. 
65 Susanti Adi Nugroho. Op. Cit., halaman 244. 
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dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasaii hajat hidup orang 
banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dengan 
perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha 
memenuhi syarat terentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil 
pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Pemberian hak-hak 
ekklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak kekayaan industri 
(industrial property) seperti paten (patent), merek (trademark), desain produk 
industri (industrial design), dan rahasia dagang (trade secret) pada dasarnya 
adalah merupakan bentuk lain monpoli yang diakui dan dilindungi oleh undang-
undang. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN DASAR 
A. Kesimpulan 
dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada rumusan 
masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 
1. Ketentuan pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomr 15 
Tahun 2001 Tentang Merek. Pendaftaran merek diajukan secara tertulis 
dalam baha Indonesia kepada Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual 
oleh pemohon. Setelah pemohon pendaftaran merek telah mendapat izin 
sebagai pemelik hak merek, maka pemilik hak merek dapat menggunakan 
merek tersebut sebagai nilai jual dalam perdagangan barang dan atau jasa. 
Pemegaang hak merek berhak untuk menjual atau memberi izin kepada 
pihak lain untuk menggunakan dan memanfaatkan nilai ekonomis dari 
merek tersebut secara bersama-sama. Pemegang hak merek dapat 
memebrikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan dan 
memanfaatkan merek yang sama. Penerima lisensi wajib membayar 
royality atas penggunaan merek tersebut kepada pemilik merek. Prosedur 
pemberian lisensi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 Tentang Merek. 
2. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pemegang hak merek terhadap penerima 
lisensi bertujuan agar penerima lisensi dapat menjaga kualitas merek 
sehingga penerima lisensi tidak merusak nama baik pemilik merek. 
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3. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian tertutup dilarang 
dilakukan oleh para pelaku usaha apabila mengandung unsur praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merusak 
perekonomian di Indonesia. 
B. Saran 
berdasarkan kesimpulan yang telah diuaraikan di atas maka saran yang 
dapat diberikan pada skirpsi ini  masalah: 
1. bagi setiap orang atau para pelaku usaha yang akan mengadakan 
perjanjian lisensi haruslah mempunyai itikad baik dalam melangsungkan 
perjanjian tersebut. Para pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian 
lisensi harus benar-benar mengerti dan memahami dan memahami 
substansi dari perjanjian tersebut agar tidak ada kesalahpahaman yang 
terjadi antara pemegang hak merek dan penerima lisensi pada saat 
perjanjian tersebut berlangung. 
2. perjanjian yang dilkaukan oleh para pelaku usaha haruslah saling 
menguntungkan satu sama lain dan tidak memberatkan bagi pihak 
manapun. sebagai pihak yang diberikan izin untuk sama-sama menikmati 
manfaat ekonomi dari merek pemberli lisensi, maka penerima lisensi 
memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualias dari produk barang dan 
atau jasa. 
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3. Para pelaku usaha yang melakukan sautu perjanjian haruslah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. tidak merugikan pelaku usaha 
lain dan tidak memberi dampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. 
 
 
  
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. Buku-Buku 
Abdul R. Saliman. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh 
 Kasus). Jakarta: Kencana. 
Agus Yudha Hernoko. 2011. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam 
 Kontrak Komersial. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana. 
Ahmad Miru. 2013. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada. 
___________, Sakka Pati. 2013. Hukum Perikatan Penejlasan Makna Pasal 1233 
 sampai 1456 BW. Cetakan ke 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Ahmad Yani, Gunawan Widjaya. 2006. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli. 
 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait. 2009. Hukum Persaingan Usaha 
 Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Rov Creative Media. 
Arus Akbar Silondae. 2014. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Cetakan ke 4. Jakarta: 
 Salemba Empat.                         
Insane Budi Muliana. 1996. Lisensi Paten. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
Kasil. 1997. Hak Milik Intelektual (Paten Merek Perusahaan Merek Perniagaan 
 Hak Cipta). Cetakan ke 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Mustafa Kamal Rokan. 2010. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di 
 Indonesia). Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Ok. Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property 
 Rights). Cetakan ke 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Setiawan. 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Cetakan 
Pertama. Bandung: Alumni. 
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus. Cetakan Pertama. 
 Jakarta: Kencana. 
Susanti Adi Nugroho. 2012. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Dalam 
 Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya). Jakarta: Kencana 
Suyud Margono Amir Angkasa. 2002. Komersialisasi Aset Intelektual Aspek 
 Hukum Bisnis. Jakarta: Grasindo. 
 
 
 
 
Tim Linsey, Eddy Daiman, Simon Butt, Tomisuryo Utomo. 2003. Hak Kekayaan 
 Intelektual. Cetakan ke 2. Bandung: Alumni. 
_________.2011. Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan ke 6. Bandung: Alumni 
 
B. Peraturan Perundang-Undangan 
R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan ke 4. Jakarta: PT 
 Pradnya Paramita. 
Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2001 Tentang Merek. 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
 Persaingan Uaha Tidak Sehat. KPPU. 
 
C. Internet 
Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald. 2004. “intellectual Property in Principle. 
Law Book Co., Sydney”, www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article, 
 diakses pada tanggal 7 Juli 2015, pukul 21.30 WIB 
Ardi Kurniawan. “Perjanjian Lisensi”, www. academia. Edu / 6195163 / 
perjanjian .lisensi,diakses Rabu, 15 April 2015, pukul 21.30 WIB. 
www.Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35677/4/Chapter%201.Pdf.           
Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Rancangan Undang-Undang Tentang Hak 
Kekayaan Industri”, 
www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kek
ayaan_Industri.pdf, diakses jumat 20 maret 2015, pukul 14.00 WIB. 
                                                                                                                                         

